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BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR \^ TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
tersebut;

b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

Kabupaten Empat Lawang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.

1- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara No mor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

ReDublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

Mengingat
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8.

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4677);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
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11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Iain-lain;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002

tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak

Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 131.116-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian

Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera

Selatan tanggal 22 Oktober 2015;

14. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten

Empat Lawang;

15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Empat Lawang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1• Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Empat Lawang yang selanjutnya disebut

Bupati;

4- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Empat Lawang;

5- Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Empat Lawang;

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah
:suai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh Hotel;
Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sepuluh);

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan

Pajak Hotel;

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar

Pajak Hotel, pemotong Pajak Hotel, dan pemungut Pajak Hotel, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;

Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau Bukan

Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan

Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat

Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat

SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus

dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat

disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak

yang terhitung atau tidak seharusnya terhutang.

BAB II



Pasal 2

ran nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

hotel.

Pasal 3

(1) Objek Pajak merupakan setiap pelayanan yang disediakan dengan
pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar di hotel atau yang di
peruntukan untuk itu.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu

hotel, bukan untuk umum;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di

hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggaran oleh pemerintah atau

pemerintah daerah;

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jumpo,

panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak berupa jumlah pembayaran dan/atau pembayaran yang

seharusnya dilakukan kepada hotel.



Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 %(sepuluh perseratus).

Pasal 7

Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 8

Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 9

Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 10

(1) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan

sendiri pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau

SKPDKBT.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan

SPTPD secara benar dan lengkap kepada Walikota.

Pasal 11

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati

dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

—— 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu

tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang

dihitung secara jabatan.



b.
CPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang;
SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajakatau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 12

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB, dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

(1) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

(2) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

(3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran

pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah saat

terutang pajak.

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan

dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib

Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur

dengan Peraturan Bupati.



Pasal 15

(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak

pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
Perundang-Undangan.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA DAN PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL TERTENTU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak

kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah.

Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b berupa Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Kabupaten.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 17

Apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, piutang
pajak dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah

kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 18

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
Perundang-Undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
Perundang-Undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3)

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK HOTEL

Pasal 19

Menunjuk dan memerintahkan kepada :

a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk :
1. Mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan

Pajak Hotel;

2. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak Hotel sebagai bahan
penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak;

3. Melaksanakan pendataan jumlah pembayaran kepada Hotel sebagai
bahan penetapan besarnya Pajak;

4. Melaksanakan pemungutan / penagihan Pajak Hotel;



b.

c.

5. Bertanggung jawab atas Penyetoran hasil Pungutan Hotel ke Kas

Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Melaksanakan pengelolaan Administrasi keuangan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan

pembayaran angsuran, keringanan, pembebasan dan penundaan pajak.

Kantor Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah

Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Empat Lawang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran

terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 20

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya.

dilakukan oleh Bupati dan secara Fungsional dilaksanakan oleh Badan

Pengawasan Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Polisi

Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati ini bertanggung jawab kepada

Bupati.

Pasal 22

Melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Dinas Pendapatan

Daerah atau Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat

Lawang terhadap penandatanganan penerbitan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
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Persetujuan Penolakan setelah dilaporkan lebih dahulu kepada

Bupati atas permohonan :
1 Pembayaran pajak secara angsuran;

2. Keringanan pembebasan pajak.
(1) Surat peringatan, surat teguran dan surat lainnya yang sejenis.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan yang sama atau

yang disamakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Empat Lawang.

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal, £ ^Afrit 2016

. SEKRETARIS DAERAH

} KABUPATEN EMPAT LAWANG, ft

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal B £f«V 2016

iPit. BUPATfl EMPAT LAWANG

1h. SYAHR NAFIAH

EDISON JAYA

BERITA DAEJ3AH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR .1.4.


